SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Menimbang :

Mengingat

JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

BUPATI JOMBANG,

bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan
Persalinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2020, tidak sesuai lagi
dengan perkembangan yang ada sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan dalam Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan
Perorangan,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional;
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18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil,
Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan
Kesehatan Seksual;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2021;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8 /D, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020
Nomor 12/D);

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor
7/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan
Persalinan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2019 Nomor 7/E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/E),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal S5 diubah, sehingga secara
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 5

Perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan oleh
Daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua)
hari pasca persalinan dan untuk neonatal sampai usia 28
(dua puluh delapan) hari meliputi:



a. Sasaran

1) Ibu hamil;
2) Ibu bersalin; dan
3) Ibu nifas beserta bayi baru lahir.

b. Persyaratan Sasaran

1) Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi
baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum
memiliki  jaminan = kesehatan (JKN) atau
jaminan/asuransi lain;

2) Ibu hamil yang memiliki KTP-el, tidak memiliki
KTP-el dan Ibu hamil dari luar wilayah sesuai
dengan koordinasi antar daerah; dan

3) Khusus untuk SHK, bayi yang lahir dari ibu hamil
miskin dan tidak mampu yang belum memiliki
jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi
lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

4) Untuk Ibu hamil sebelum persalinan dilakukan
skrining COVID-19 (pemeriksaan darah/rapid test).

2. Ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a dan ayat (7)
huruf a dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 22
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Ketiga yang melayani pasien Jampersal
mengajukan klaim pelayanan kepada Dinas Kesehatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Verifikasi klaim pelayanan kesehatan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan
dan/atau Verifikator Independen sebelum diserahkan
kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan penggantian
biaya pelayanan kesehatan.

Syarat klaim pelayanan Jampersal di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah :

a. dihapus.

b. surat keterangan miskin dari Desa dan Kecamatan;
c. surat rujukan dari puskesmas setempat;

d. tagihan biaya perawatan.

Syarat klaim kebutuhan darah/produk darah adalah:
a. dihapus.

b. fotocopy surat keterangan miskin dari Desa dan
Kecamatan;

c. bukti permintaan darah/produk darah;

tagihan biaya darah/produk darah.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juni 2021
BUPATI JOMBANG,
ttd
MUNDJIDAH WAHAB
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 21 /E

Salinan sesuai dengan aslinya
F

LANEADYUID NINDYAGUNG,SH.,M.Si
'Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

D:\HUKUM 7\PERATURAN BUPATI\PERBUP 2021 \Perubahan Kedua Jampersal.doc



